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ABSTRAK SKRIPSI

Nofraim Tandai, NPM. 91911403161055. Tinjauan Yuridis Terhadap Bentuk
Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Kriminal Dari Sudut Pandang Diversi. Di
bimbing oleh Yusran Maaroef dan Jamal Tubagus

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Diversi

Melihat prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip non diskriminasi
yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup,
kelangsungan hidup, dan perkembang sehingga diperlukan penghargaan terhadap
pendapat anak.maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme
pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan
untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam LP rawan terjadi
pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itulah mengapa diversi
khususnya melalui konsep Restorative Justice menjadi suatu pertimbangan yang
sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak..

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1.Bagaimanakah pengaturan
tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal dari sudut pandang
Diversi ? 2. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku
kriminal dari sudut pandang Diversi ? Penelitian ini menggunakan penelitian hukum
yuridis normatif, Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah statute
approach atau pendekatan perundang-undangan dan conceptual aproach

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif
terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan
pidana. Pelaksanaan diversi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan
aparat penegak hukum yang disebut discretion atau dalam bahasa Indonesia diskresi.
Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih
mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan
pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi
dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya
tindak pidana dengan melakukan pencegahan.Setelah itu jika ada anak yang
melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi



BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini, perbuatan salah adalah hal biasa dalam kehidupan kita, meskipun tempat
dan waktunya unik. Fiendish ada dan akan terus ada, mirip dengan penularan dan
penularan yang umumnya berubah seiring pergantian musim dari tahun ke tahun. Jadi
biasanya setiap masyarakat tidak percaya bahwa perbuatan salah harus terjadi karena
itu problematis, negatif dan membahayakan keharmonisan dan keharmonisan
masyarakat.

Perbuatan salah secara keseluruhan adalah demonstrasi atau aktivitas curang
yang dilakukan oleh seseorang yang dipandang buruk, tercela, dan tidak pantas.
Perbuatan salah merupakan musuh dari demonstrasi sosial yang merugikan, tidak
pantas dan tidak dapat berlangsung tanpa konsekuensi serius, yang dapat
menimbulkan gangguan di mata publik.

Di mata publik, terdapat kekuatan yang mengharuskan semua individu yang
melakukan pelanggaran tanpa memandang usia atau posisi masyarakat harus
diberikan disiplin yang serupa dengan aktivitas mereka. Anggapan yang ditujukan
kepada para pelaku pelanggaran agar tidak mengulangi perbuatannya dan
dimaksudkan sebagai penghalang bagi orang lain untuk melakukan pelanggaran juga,
sehingga dengan demikian masyarakat dapat terlindungi dari segala jenis perbuatan
salah. Namun jika Kkita perhatikan, pelanggaran hukum semakin meningkat secara
bertahap, baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Indonesia sebagai negara regulasi mengharapkan hukum dapat ditegakkan dan
setiap aktivitas manusia harus berlandaskan hukum. Dalam kehidupan sehari-hari,

individu hendaknya menjaga dan menghormati hukum (mengingat menjaga dan



memperhatikan standar-standar yang ada pada masyarakat). Meskipun demikian, di
mata masyarakat umum diperkirakan bahwa pelanggaran hukum terjadi ketika
seseorang dengan sengaja atau karena kecerobohannya melakukan tindakan yang
mengabaikan pengaturan yang sah.

Salah satu persoalan pelanggaran peraturan yang mendapat perhatian dan sangat
memprihatinkan adalah semakin banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh
generasi muda hingga berujung pada aksi demonstrasi kriminal. Permasalahan
kenakalan anak terjadi baik di negara maju maupun negara agraris, seiring dengan
perkembangan zaman dan budaya bangsa, termasuk kualitas budaya dan kualitas sah.

Meningkatnya pola pelanggaran peraturan yang dilakukan oleh pelaku remaja
dapat memberikan dukungan kepada otoritas publik untuk lebih fokus terhadap
permasalahan ini, salah satunya adalah sejauh mana penanganannya, yang secara
eksplisit dikoordinasikan pada bidang regulasi pidana (anak), di samping peraturan
proseduralnya. Hal ini erat kaitannya dengan perlakuan luar biasa terhadap pelaku
aksi demonstrasi yang umumnya berusia muda. Hendaknya kita melihat dan
memahami perbuatan jahat yang dilakukan oleh seorang anak sebagai sebuah
keganjilan sosial, artinya kita tidak boleh mencela bahwa anak tersebut berbuat jahat
karena melakukan perbuatan yang melanggar hukum, namun hendaknya Kkita
memahami dan memberikan perhatian dan kasih sayang. . kepada anak-anak muda.
Oleh karena itu, metodologi yuridis yang diterapkan kepada generasi muda yang
melakukan aksi demonstrasi kriminal hendaknya lebih bersifat metodologi mental
yang berpengaruh, edukatif, dan itu berarti menjauhkan mereka dari siklus-siklus sah
yang bersifat korektif, membawa kehancuran mental, dan menghadapi pencemaran
yang dapat mengganggu perbaikan dan pengembangan. bagian khas dari kehidupan

seorang anak.



Dalam kaitannya dengan penanganan pelanggaran yang dilakukan oleh anak-
anak dan remaja, masih dipertanyakan apakah sistem penegakan hukum harus
menjadi fokus atau apakah masalah harus diselesaikan melalui pertimbangan tanpa
kontak dengan sistem penegakan hukum yang lebih dominan, meskipun faktanya
bahwa dalam kerangka peraturan pidana positif kita, tujuan perkara pidana tidak
mencakup perenungan. Betapa tidak berdaya dan ringkihnya anak-anak atau remaja
yang melakukan pelanggaran seharusnya terlihat dari ungkapan Pasal 45 KUHP.
Kitab Undang-Undang Pelanggar Hukum kita tidak memberikan ruang sedikitpun
untuk mengidentifikasi perbuatan salah yang dilakukan oleh anak-anak selain melalui
sistem penegakan hukum yang sering dikatakan selalu membuat terjadinya
perkumpulan-perkumpulan yang dimaksud, terutama preman, baik pelaku dewasa
maupun pelaku anak-anak dan remaja. .

Anak-anak adalah amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang didalamnya sudah
tertanam kehormatan dan kebanggaan menjadi manusia sempurna. Setiap anak
mempunyai harga diri yang patut untuk dijaga dan setiap anak yang dikandung harus
menerima keistimewaannya tanpa sang anak bertanya. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Pertunjukan Kebebasan Anak yang disahkan oleh pemerintah Indonesia
melalui Pengumuman Resmi Nomor 36 Tahun 1990, kemudian dituangkan pula
dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 1979 tentang Bantuan Pemerintah Anak Muda dan
Peraturan Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut diringkas sebagai Peraturan
Keamanan Anak) tentang Asuransi Anak, yang semuanya menetapkan standar
keseluruhan asuransi anak, khususnya non-pemisahan, kesejahteraan anak, ketahanan
dan perkembangan dan kemajuan, dan penghargaan terhadap dukungan anak. Lebih

dari 4.000 anak Indonesia ikut serta. pergi ke pengadilan secara konsisten untuk



kesalahan kecil, seperti perampokan. Biasanya, mereka tidak mendapat dukungan,
baik dari penasihat hukum maupun administrasi sosial.

Bukan hal yang biasa jika sebagian besar anak-anak dikeluarkan dari penjara atau
fokus pada kurungan. Misalnya, sepanjang tahun 2000, dalam putusan pidana
Direktorat Jenderal Pembenahan (Ditjenpas), terdapat lebih dari 11.344 anak muda
yang dikaitkan dengan pelaku aksi demonstrasi. Hal ini terlihat dari jumlah
mahasiswa dari tahun ke tahun yang cenderung meningkat. Tahun 2005 ada 1.645
anak, tahun 2006 ada 1.814 anak, tahun 2007 ada 2.149 anak, tahun 2008 ada 2.726
anak, tahun 2009 ada 2.536 anak yang ditahan di rumah tahanan dan tempat
rehabilitasi di seluruh Indonesia.

Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak muda yang harus tunduk
pada sistem keadilan dan mereka dikurung dan ditahan bersama orang dewasa
sehingga mereka tidak berdaya melawan kebiadaban.

Melihat standar asuransi anak, khususnya aturan non-separasi yang berfokus
pada kesejahteraan anak dan hak hidup, ketahanan dan kemajuan, sehingga
diperlukan perhatian terhadap perspektif anak. Maka diperlukan siklus penyelesaian
perkara anak di luar sistem pidana atau yang biasa disebut dengan redirection, karena
landasan remedial bukanlah cara untuk menyelesaikan permasalahan anak dan pada
kenyataannya penjara rentan terhadap pelanggaran kebebasan anak. Oleh karena itu,
redirection, khususnya melalui gagasan Helpful Equity, menjadi pemikiran penting
dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

B. Rumusan Masalah
Dari uraian diatas, dapat dikemukakan yang menjadi rumusan masalah dalam

penelitian ini adalah:



. Bagaimanakah pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku
kriminal dari sudut pandang Diversi?
. Bagaimanakah penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal dari
sudut pandang Diversi?
. Tujuan Penulisan
Tujuan dari penelitian ini adalah:

.- Untuk mengetahui pengaturan tentang perlindungan hukum terhadap anak pelaku
kriminal dari sudut pandang Diversi.
. Untuk mengetahui penerapan perlindungan hukum terhadap anak pelaku kriminal
dari sudut pandang Diversi.
. Manfaat Penulisan
. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan suatu kontribusi terhadap
pengetahuan masyarakat dan penegak hukum tentang perlindungan hukum
terhadap anak pelaku kriminal dari sudut pandang Diversi.
. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat tentang
pentingnya pengetahuan masyarakat dan penegak hukum akan perlindungan

hukum terhadap anak pelaku kriminal dari sudut pandang Diversi.
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